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WALI KOTA SAMARINDA 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA 

NOMOR 56 TAHUN 2023          

 

TENTANG 

 

PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA SAMARINDA, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 

II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat 

II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 

SALINAN 



-2- 
 

2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2023; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Samarinda; 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom;  

3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda; 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah menurut  asas  

otonomi  dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945;  

5. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah Provinsi, Bupati bagi daerah 

Kabupaten atau Wali Kota bagi daerah Kota. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan daerah   yang ditetapkan dengan 
peraturan daerah; 

7. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan 

arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan 

penetapan APBD;  

 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula 

sebesar Rp.3.978.553.123.000,- (tiga triliun sembilan ratus tujuh puluh 

delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu 
rupiah) bertambah sebesar Rp864.377.571.000,- (delapan ratus enam puluh 

empat miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu 

rupiah) sehingga menjadi Rp4.842.930.694.000,- (empat triliun delapan ratus 

empat puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan 
puluh empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut: 
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a. Pendapatan Daerah 

1) Semula Rp. 3.378.553.123.000,- 

2) Bertambah Rp. 465.780.363.000,- 

Jumlah Pendapatan Daerah setelah 

perubahan 

 

Rp. 

 

3.844.333.486.000,- 

b. Belanja Daerah 

1) Semula Rp. 3.978.553.123.000,- 

2) Bertambah Rp. 854.377.571.000,- 

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan  

Rp. 

 

4.832.930.694.000,- 

c. Pembiayaan Daerah 

       Penerimaan Pembiayaan 

1) Semula Rp. 600.000.000.000,- 

2) Bertambah Rp. 388.597.208.000,- 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah 

perubahan 

 

Rp. 

 

988.597.208.000,- 

 

 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari: 

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran  Perubahan  APBD  Yang   

Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan  

Pembiayaan; 

2. Lampiran II : Penjabaran   Perubahan    APBD   Menurut   Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

3. Lampiran III : Daftar   Nama   Penerima,   Alamat   Penerima   dan 
Besaran Hibah; 

4. Lampiran IV : Daftar   Nama   Penerima,   Alamat   Penerima   dan 
Besaran Bantuan Sosial; 

5. Lampiran V : Rincian  Dana  Otonomi  Khusus   Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

6. Lampiran VI : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 

Pertambangan Gas Alam/Tambahan   DBH-Minyak 

dan Gas Bumi    Menurut    Urusan   Pemerintahan  
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

7. Lampiran VII : Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, 

Objek,     Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan  

Pembiayaan; 
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8. Lampiran VIII : Sinkronisasi    Kebijakan      Pemerintah Provinsi/  

Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam 

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran APBD dengan Program Prioritas 

Perbatasan Negara. 

 

Pasal 4 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini 

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja 

perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

Pasal 5 

Peraturan Wali Kota Samarinda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota Samarinda ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

 

Ditetapkan di Samarinda 

pada tanggal 5 Oktober 2023 

WALI KOTA SAMARINDA, 
ttd 

ANDI HARUN 

Diundangkan di Samarinda 

pada tanggal 5 Oktober 2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 
ttd 

HERO MARDANUS SATYAWAN 

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 447 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretariat Daerah Kota Samarinda 
Kepala Bagian Hukum, 

 

 
 

EKO SUPRAYETNO, S.Sos 

Pembina Tingkat I / IV b 

NIP. 19680119 198803 1 002 
 


